PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 8 TAHUN 2002

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa terhadap kerugian Daerah yang dilakukan Beiegang
Kas dan Bendaharawan Barang serta Pegawai bukaeg@emKas
dan bukan Bendaharawan Barang, perlu dilakukan utamt
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang
bersangkutan;
b. bahwa agar penyelesaian dan pemulihan kerugiaraDagmaksud
huruf a dapat berjalan tertib, lancar dan efismar)u menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang ufamt
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi KeuanganBedemg

Daerah.

Mengingat: 1. Staatblads 1864 Nomor 106 (terjemahdari Indische
Comptabiliteitswet, Peraturan tentang Cara Penguaruslian
Pertanggngan jawab Keuangan Negara Republik Indonesia) °
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undamigug Nomor
9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische
Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Norb8,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2680);



. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelst
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undammoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomdrah&n
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerabrahb
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkundzaerah
Istimewa Jogjakarta menjadi Satu Kabupaten dengama\Kulon
Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan fiesaan
Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, dhamb
Lembaran Negara Nomor 3010);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokipoko
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor &mbahan
Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah debgalang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undseng
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambaharb&em
Negara Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemkanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Taamba
Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perygdeaan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan &emb
Negara Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pentasem
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 198&d 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentamgt&san
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 8,dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dwdja
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentamgtuPen
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahii980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);



10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangefolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembarajarde
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Né@a2);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentamdpiRean dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daardiaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Blé¢amor
4090);

12.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang iKekn
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Beahdangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dacaiRgan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nod)p

13.Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentangoRleanm atas
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentangahgaj
Panitera;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 198Ttang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugamgan dan
Barang Daerah;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1898ang
Pengelolaan Barang Daerah;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerambdl 11
Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barangtaera

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1uid &900
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja agenf@eknis
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D)

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11ui&901
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeramljasan
Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1217 &001
tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola KeuabDgemah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D).



Menetapkan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PR@@
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkatab
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerabh;

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyangkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabopate
Kulon Progo;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupgéiéon
Progo;

6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disiBgaasda
adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon;Prog

7. Unit Kerja adalah suatu Perangkat Daerah yang meyapyos
anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dé&mj8e
Daerah antara lain Sekretariat Daerah, Badan/Leanlsagrah,
Dinas-dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah lainnya;

8. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja;



9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disinbRaadalah
suatu tata cara perhitungan terhadap Pemegang Kas/
Bendaharawan Barang, jika dalam pengurusannya parda
kekurangan perbendaharaan dan terhadap Pemeganf Kas
Bendaharawan Barang yang bersangkutan diharuskaggaeti
kerugian;

10.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat T@é&alah
suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kiaiuoya
bukan sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Barangarden
tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkdan pdebuatan
melanggar hukum dan/atau melalaikan  kewajibannya
sebagaimana mestinya sehingga secara langsung tidiu
langsung Daerah menderita kerugian;

11.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugig yan
selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu prosegutam
melalui TP dan TGR bagi Pemegang Kas/Bendaharaveaang
atau Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawan Bgaagg
merugikan keuangan dan barang Daerah;

12.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kuramgaaséldo
Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang arBaku
Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesuaggguh
terdapat di dalam gudang atau tempat lain yanajdikss

13.Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Dagaab
disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum katialaian
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau Pegawai bukan
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang dan/atau disgbabk
sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemammpasuosia
(force majeure);

14.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibam dafegka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapki diengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaarg yan
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah térdelam

kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



15.Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daeraldyraiiifi
maupun dikuasai yang berujud , baik yang bergerakpun tidak
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang paiem
satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, draau ditimbang
termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uangsdeat-
surat berharga lainnya;
16.Pemegang Kas adalah seseorang yang ditugaskan untuk
menerima, menyimpan dan membayar atau menyerah&kag u
Daerah dan surat-surat berharga yang bertangguwadp jkepada
Bupati;
17.Bendaharawan Barang adalah seseorang yang ditugasikak
menerima, menyimpan dan menyerahkan barang miligrdba
yang bertanggung jawab kepada Bupati;
18.Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi Syanat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangarg
berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang daanahi tugas
negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatatupen
perundang-undangan yang berlaku meliputi :
a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/
dipekerjakan;
c. Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerabh;
d. Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Honorar da
Tenaga Kontrak;
e. TNI-POLRI/Purnawirawan TNI-POLRI yang dikaryakan/
dipekerjakan pada Daerah.
19.Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaasard
kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajibatukun
seluruhnya atau sebagian;
20.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena
kewenangannya dapat memberikan keterangan/mengataka
sesuatu hal atau peristiwva sesungguhnya yang sécsmam

dapat dipertanggungjawabkan;



21. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemerisanigan,

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan
Pengawasan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta desadgla
Kabupaten Kulon Progo;

22.Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabag ya

diangkat Bupati dan tidak merangkap jabatan lain di
Pemerintahan Daerah yang bertugas melakukan pesgawa
internal pengelolaan Keuangan Daerabh;

23.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungarbgraiaharaan

yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex offi@pabila
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan
meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba Ilsaroerada
dibawah pengampuan dan/atau apabila Pemegang Kas/
Bendaharawan Barang yang bersangkutan tidak membuat
pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan
langsungnya, namun sampai batas waktu yang dilmebi&eakhir,
yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungargn

pertanggungjawabannya;

24.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daenadp proses

TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bedugtamg
meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan tdak

diketahui alamatnya;

25.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkguorgya

hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugeerah;

26.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban

27.

seseorang untuk membayar hutang kepada Daerahnyamgyut
hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasammbenigan
keadilan atau alasan penting tidak layak ditagiingla dan yang
bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal Daierah
melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itmjaté bebas
seluruhnya atau hanya sebagian tertentu;

Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari
Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu k(tidampu
membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apatkndidian
hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksad dkagih
kembali;



28.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan akigp
Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawai
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

29.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daenadp
harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai {enbgkti
menimbulkan kerugian Daerah;

30.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang sefagu
disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggwadpan
pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, dis@rhinan
minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, beritraa serah
terima jaminan dan surat kuasa menjual;

31.Banding adalah upaya pegawai mencari keadilannkgat yang
lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan péaren;

32.Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disébajelis
Pertimbangan adalah para pejabat yang ex offidiengik dan
ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bugsam

penyelesaian kerugian Daerah.

BAB Il

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup TPTGR meliputi Pemegang Kas/Bendatema
Barang, Pegawai bukan Pemegang Kas/Bendaharawandar
yang secara langsung atau tidak langsung melakpkdouatan
merugikan Daerah, yang berada pada :

a. seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Pdantah
Kabupaten; dan
b. Badan Usaha Milik Daerah;
(2) Ketentuan mengenai jenis/bentuk perbuatan merugiBaarah

diatur oleh Bupati.



BAB Il

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

(1) Sumber informasi mengenai adanya kekurangan pesbanabn
adalah :

a. hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional;

b. hasil pemeriksaan Pengawas Internal Keuangan Daerah

c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan olebarata
langsung;

d. hasil verifikasi Instansi Unit Kerja Pengelola Kagan Daerah
atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukeafikesi
pada Badan Usaha Milik Daerah;

e. media massa; dan

f. aduan masyarakat.

(2) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanyayide
Daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akarkdirikkarena
sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalai&amjiban
atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana nyesti
sehingga mengakibatkan kerugian Daerah wajib metapo
kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerjeelsdn diketahui.

(3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Raistiiak
melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kes@jak
diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tuigaskewajiban
dan dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

(4) Bupati menugaskan Bawasda untuk melakukan pemariksa
terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimakstidlaydan
(2) Pasal ini.

(5) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimakst(lLadan
(2) Pasal ini didasarkan pada kenyataan sebena@ygumlah

kerugian Daerah yang pasti.



BAB IV
PENYELESAIAN TPTGR
Bagian Pertama
Penyelesaian TP
Paragraf Satu
Cara Penyelesaian
Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :
a. Upaya Damai;

b. TP Biasa;

c. TP Khusus; dan

d

. Pencatatan.

Paragraf Dua
Upaya Damai

Pasal 5

(1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengayaugamai oleh
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau ahli waridrajk
sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapatukafadengan
cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejandittanganinya
SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainyauguk

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan medahlbtongan
gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :

a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan;
b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yangssata Surat

Kuasa Menjual.



(4) Apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang tidak tdapa
melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yiéetgptan
dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran anysimpat
dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualararz dimaksud
ayat (4) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Pemggadfas/
Bendaharawan Barang yang bersangkutan, dan ap#did@apat
kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikékan kepada
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkutan.

(6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP ailakan oleh

Majelis Pertimbangan.

Paragraf Tiga

TP Biasa

Pasal 6

(1) TP Biasa dilakukan berdasarkan perhitungan yangriétdn oleh
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang bersangkefzeda
Bupati.

(2) Pemegang Kas/Bendaharawan Barang bertanggung jaatab
kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pesaurya,
kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian balawebas dari
kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbea@daharsebut.

(3) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Pemegang KatdBarawan
Barang terbukti kekurangan perbendaharaan dilakoketm beberapa
pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang@nglkusan
dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengarn lkeberlibatan
dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kededaiatau

kesalahannya.



Pasal 7

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerulam upaya
damai sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daeraidak
berhasil, proses TP dimulai dengan pemberitahudmisedari Bupati
kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan
a. identitas pelaku;

b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita Dla@rah
yang harus diganti;

c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan

d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan tethe/
pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitgejak
diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang beksaag,.

(2) Apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang tidak anewn
keberatan/pembelaan diri sampai batas waktu yartgtagkan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal inu dtah
mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat meikark bahwa ia
bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, magatBunenetapkan
Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan, bagi Pegnd{gms/
Bendaharawan Barang yang telah mengajukan kebetatiatis dan
Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutah/lséai dan
dengan demikian tetap membebankan penggantian d«edam
perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan ipemamobanding
kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3@ fiiguh) hari
setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan olehg ya

bersangkutan.

Pasal 8

(1) Surat Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kelamang
Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum.

(2) Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati sebagaiman&silichayat (1)
Pasal ini dapat dilakukan dengan memotong gajiadan penghasilan

lainnya.



(3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan atau penghasiterydadilakukan
dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling la2nfoaa) tahun.
(4) Surat Keputusan Bupati tersebut ayat (1) Pasaetap dilaksanakan,

meskipun yang bersangkutan naik banding.
Paragraf Empat
TP Khusus
Pasal 9

(1) Apabila seorang Pemegang Kas/Bendaharawan Baramgngygel
dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengamplen lalai
membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) ka&rtusut-turut
belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatéama
atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindadagamanan
untuk menjamin kepentingan Daerah dengan cara :

a. Buku Kas dan semua Buku Pemegang Kas/Bendahamarang
diberi garis penutup; dan

b. Semua uang, surat dan barang berharga, suratkiktatmaupun
buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besidisagel.

(2) Khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan petemedgerhadap
gedung dan atau tempat penyimpanan barang-baramg nganjadi
tanggung jawab Bendaharawan Barang.

(3) Tindakan-tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini digkan dalam
Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahfiswaagi yang
meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yangmkeh diri atau
pengampu (kurator) dalam hak Pemegang Kas/Bendafiar@arang
berada dibawah pengampuan serta pejabat PemerDganah

setempat.

Pasal 10

(1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menygglwai atas
saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untukmimoat

perhitungan ex officio.



(2) Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar dibanik kepada
pengampu atau ahli waris atau Pemegang Kas/BeradedvarBarang
yang tidak membuat perhitungan dan dalam batasuwkkt(empat
belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukanriaédoe

(3) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officietalikan oleh
Bupati.

(4) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankswekla Daerah.

Pasal 11
Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkamdaph ahli waris
bagi Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang mehidgge dan
keluarga terdekat bagi Pemegang Kas/Bendaharawaand@ayang
melarikan diri atau pengampu bagi yang dibawah pkaw, atau
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang tidak merpbttatungan,
apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengiketientuan-

ketentuan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

Paragraf Lima

Pencatatan

Pasal 12

(1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karenzeBang Kas/
Bendaharawan Barang meninggal dunia tanpa adawais yang
diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapamnimtakan
pertanggungjawabannya, atau Pemegang Kas/Bendaraavang
melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupatenerbitkan
Surat Keputusan Pencatatan.

(2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatataasusk
bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembuokua

(3) Terhadap Pemegang Kas/Bendaharawan Barang sebagaima
dimaksud ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapagditapabila yang
bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli wargatddimintakan
pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran Kamlaerhasil

ditarik dari Kas Negara.



Bagian Kedua

Penyelesaian TGR

Paragraf Satu

Cara Penyelesaian

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :
a. Upaya Damai;
b. TGR Biasa; dan

c. Pencatatan.

Paragraf Dua

Upaya Damai

Pasal 14

(1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin ##aakwengan
upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik ggkal(tunai) atau
angsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapatukafadengan
cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejandittanganinya
SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainyauguk

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan medahlbtongan
gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :

a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasdan; d
b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yangssata Surat
Kuasa Menjual.

(4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat reatakan
pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkaamd&8KTJIM,
maka barang jaminan pembayaran angsuran dapalt sigsizai dengan

ketentuan yang berlaku.



(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualararm dimaksud
ayat (4) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawaing
bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan damuglan barang
tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yangbgkstan.

(6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGRsdilakan oleh

Majelis Pertimbangan.

Paragraf Tiga

TGR Biasa

Pasal 15

(1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yangnaetga dari
hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitBawasda
terhadap pegawai yang bersangkutan.

(2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, teqhderta pewaris
yang sudah atau akan diterimanya.

(3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati dsadkan hasil

penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggarm atau
melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanga/athu tidak
menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya ylipeysalahkan
kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksamagn ataupun
dengan status jabatannya secara langsung ataulditggung diserahkan

penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 17
(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerufilam upaya
damai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1)uReraDaerah ini
tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secatali®roleh Bupati
kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan

a. identitas pelaku;



b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang sidiganti;

c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan

d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan tethe/
pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitgejak
diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang beksaag,.

(2) Apabila pegawai dimaksud ayat (1) Pasal ini dalatad waktu 14
(empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pl@bediri atau
telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapatibebaskannya
sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupatietapkan Surat
Keputusan Pembebanan.

(3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan, Bupatiksaakkan
penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegaaag
bersangkutan.

(4) Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dilp&ukan
dengan cara :

a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepadag y
bersangkutan;

b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan pdkngpat 2
(dua) tahun; dan

c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepeaahay
berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

(5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwengag diajukan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemysa Surat
Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan

(6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud (ay&asal
ini diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusannifauan
Kembali.

Paragraf Keempat

Pencatatan
Pasal 18
(1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atelarikan diri
tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan waierchkan TGR
sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) PeraturaralDai dengan
Surat Keputusan Bupati tentang Pencatdi@R setelah mendapat

pertimbangan Majelis.



(2) Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukirhadap
keluarga atau orang lain yang menguasai harta geinggalkan oleh
pegawai yang bersangkutan.

(3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatataasusk
bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembokua

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Passéwaktu-waktu

dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketdhmatnya.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
Pasal 19

(1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinydakejain barang
Daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukamgpantian
dalam bentuk uang.

(2) Penggantian kerugian dilakukan berdasarkan niksiran (taksasi)
harga benda dengan cara tunai atau angsuran patmg 2 (dua)
tahun.

BAB V
KEDALUWARSA
Bagian Pertama
TP
Pasal 20
(1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) dpalmaru

diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekgan kas/barang

terebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan ujpgpgeya damai.



(2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhakyairdinyatakan
kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktuigajttahun telah
berakhir setelah :

a. meninggalnya Pemegang Kas/Bendaharawan Barang dalapga
pemberitahuan mengenai hasil perhitungan yang tde@ara ex
officio; dan

b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakbe&dangkan
Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

TGR Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (linahun sejak akhir
tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah @&gdel) tahun sejak akhir

tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 22

(1) Pemegang Kas/Bendaharawan Barang/Pegawai ataufiuwaals/
keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan WsgutBupati
diwajibkan mengganti kerugian Daerah, apabila tidaampu
membayar ganti rugi dapat mengajukan permohonaaraédertulis
kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.

(2) Atas permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bup&ingadakan
penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pdramgan, yang
bersangkutan tersebut ayat (1) Pasal ini ternydék tmampu, maka
Bupati dengan persetujuan DPRD menghapuskan TPAHd&bRgian

atau seluruhnya.



(4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugiaerdh yang
bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepulizghrppiah) dapat
diproses penghapusannya bersamaan dengan penefeeaturan
Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Bedanja

Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Pemegang Kas/Bendaharawan Barang ataawRet¢ukan
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang yang berdasaskaink®&putusan
Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah terayaeninggal dunia
tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukwau d@itdak mempunyai
harta warisan, maka Majelis Pertimbangan membeik&h secara tertulis
kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atagaelddau seluruh

kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetDjB&D.

BAB VIIi

PENYETORAN

Pasal 24

(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atagsuran
kekurangan perbendaharaan/kerugian dapat melaluKédrja/Satuan
Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atagdang ke Kas
Daerah.

(2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaianngaratikan
melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang gaarberdasarkan
Putusan Pengadilan Daerah yang selanjutnya disetdéas Daerah.

(3) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Bakaina Milik
Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah seggradihbukukan
kepada rekening BUMD yang bersangkutan.



BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penigiekerugian

Daerah kepada Gubernur setiap semester dengansamkepada Ketua

DPRD.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 26

(1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk mela&kan
TPTGR.
Majelis Pertimbangan beranggotakan unsur-unsumgsebarikut :

(2)

a.
b.

Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;

Kepala Badan Pengawasan Daerah selaku Wakil Ketua |
merangkap Anggota;

Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua Il merangk&nggota;
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku t8eg&re
merangkap Anggota;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota;

Kepala Badan Perlengkapan selaku Anggota; dan

Kepala Bagian Hukum selaku Anggota.



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

(1) Apabila Pemegang Kas/Bendaharawan Barang atau Bedmkan
Pemegang Kas/Bendaharawan Barang berdasarkan rapdea
pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, makpaB dapat
melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yarmgpbgkutan
dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat seraentatuk
melakukan kegiatannya.

(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan @&emerintah
Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalgiaB#an dengan
mengajukan gugatan perdata.

(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui PengadiEmagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini diserahkan kembali #efgaaerah, maka
penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencataamanghentian/
penghapusan.

(4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membabagkng

bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugutkalk Daerah
untuk mengadakan TPTGR.

Pasal 28

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami &etaa dalam
pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapleasampembebasan)
Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan fikamd<euangan

melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjungelesaiannya.



BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyalessbelum

berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sé&stentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB XllI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturanr&@aéni sepanjang

mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut olabaB.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintapkagundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2002

BUPATI KULON PROGO,
ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO



Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TTD

Dris.SUTITO
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 8 TAHUN 2002

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah berdas&tkdang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, makhahglang berkaitan dengan
pemulihan kerugian Daerah menjadi kewenangan Dasénuhnya.

Untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agamtdbprialan efektif dan
efisien maka penyelesaian terhadap kerugian Dagmay dilakukan oleh Pemegang
Kas dan Bendaharawan Barang serta Pegawai bukamg@em Kas dan bukan
Bendaharawan Barang perlu diatur mengenai pokokipgbelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi KeuangaBatamg Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menetapRaraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo tentang Tuntutan Perbendahadan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Yang dimaksud upaya penyetoran Kas Daerah bertaaiik dari Kas
Negara adalah upaya yang dilakukan oleh Pemeribtaérah untuk
menyelamatkan kerugian Daerah dengan menarik hajawe yang
merugikan Daerah dan masih menjadi Kewajiban Negara
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas



ayat (4)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Yang dimaksud yang berwajib adalah pihak Kejaksakm
penagihan dengan paksa dilakukan berdasarkan Hukcana
Perdata.
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
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